ABSTRAK

Dyah Wulandari: Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan
Tahun di Kabupaten Purwakarta

Pendidikan dasar merupakan salah satu perwujudan dari konsep pendidikan untuk
semua. Terpenuhinya hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dasar yang
bermutu merupakan sebuah ukuran keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Purwakarta yakni 68,56 angka ini di bawah angka IPM Provinsi Jawa Barat yakni
70,05. Salah satu penyebab rendanya IPM Kabupaten Purwakarta yakni rendahnya rata-
rata lama sekolah di Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pendidikan,
proses implementasi, hasil Kkinerja kebijakan, strategi implementasi kebijakan
pendidikan dan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan
pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif. Adapun sumber data primer
adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, DPRD Kabupaten Purwakarta, Dewan
Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Camat dan berbagai pihak yang terlibat dalam
proses implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta. Adapun
sumber data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip pendukung yang berkaitan
dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif
kualitatif, yaitu analisis data yang berupa kata-kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan wajib
belajar sembilan tahun di Kabupaten Purwakarta dilakukan sesuai dengan Undang-
Undang nomor 10 tahun 2004 dengan melibatkan Dinas Pendidikan, DPRD, Dewan
Pendidikan, pakar pendidikan dan perguruan tinggi. Proses implementasi kebijakan
pendidikan dilakukan melalui proses sosialiasi, penerapan kebijakan disertai
pengawasan dan pengendalian dan evaluasi kebijakan. Hasil kinerja kebijakan wajib
belajar sembilan tahun di Kabupaten Purwakarta:menunjukkan hasil yang optimal dan
telah berjalan secara efektif. Strategi: implementasi,kebijakan pendidikan dilakukan
melalui: desentralisasi pendidikan, kelembagaan pendidikan yang terbagi menjadi
lembaga formal dan non formal, dan pembiayaan. Faktor pendukung implementasi
kebijakan pendidikan yakni: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi
dan faktor struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan
yakni faktor sasaran kebijakan.



ABSTRACT

Dyah Wulandari: The Implementation of Policy of Nine-Year Compulsory School In
Purwakarta District.

Basic education is one of the embodiments of education concepts for all. The
fulfillment of the right of societies in getting the quality of education is measure of
justice and development. Based on data from the Central Bureau of Statistics, the
Human Development Index (HDI) in Purwakarta District reached 68.56 and this figure
is under the West Java Province HDI rate 70.05. One of the low causes of HDI in
Purwakarta District is the low average of learning period in Purwakarta. This study
aims to analyze policy formulation, policy implementation, policy performance,
analyzethe strategy of implementing eucation policy and analyze the supporting and
inhibiting factors for the implementation of the nine-year compulsory education policy
in Purwakarta District.

This study used a evaluative approach. The primary data sources were obtained
from the Purwakarta District Education Office, Purwakarta District DPRD,
Purwakarta District Board of Education, camat and various parties involved in the
process of implementing basic education policies in Purwakarta. The secondary data
sources were from supporting documentation and archives relating to this research.
Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The
data analysis technique that the researcher used was descriptive qualitative analysis,
which is the analysis of data in the form of words.

The results showed that the formulation of nine-year Compulsory education
policy in Purwakarta regency was carried out in accordance with Laws No. 10 year
2004 by involving the Department of Education, the Regional House of Representatives,
Board of Education, education experts and universities. The process of implementing
education policy is done through the process of socialization,, policy implementation
with supervision and control and policy evaluation. The results of the performance of
the nine-year compulsory education policy in Purwakarta District showed optimal
results and had been running effectively. The strategy for implementing the nine-year
compulsory education policy in Purwakarta Regency was carried out through:
decentralization of education, educational institutions that are divided into formal and
non-formal institutions, and educated financing. In addition the factors are supporting
the implementation of the nine-year compulsory education policy in Purwakarta
District, namely: communication factors, resource factors, disposition factors and
bureaucratic structure factors. While the inhibiting factors for the implementation of the
nine-year compulsory education policy in Purwakarta District are namely the policy
target factor.
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